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Abstrak
 

Pada tanggal 26 April 2007 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal {UU Penanaman Modal) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penyebabnya adalah karena

dirasakan peraturan perundangan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan

perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Selain itu pertimbangan keikutsertaan

Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang berakibat perlu diciptakannya suasana penanaman

modal yang kondusif dan efisien serta memberikan kepastian hukum kepada para investor. Pengesahan UU

Penanaman Modal menuai penolakan dari berbagai pihak, karena dinilai lebih berpihak kepada para investor

khususnya mengenai jangka waktu pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal juga

bertentangan dengan semangat dan filosofis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Yang menjadi pokok permasalahan adalah ketidak harmonisan akibat

perbedaan jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dalam rangka

penanaman modal. Untuk menjawab hal tersebut dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif

normatif yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang pertanahan dan

penanaman modal dikaitkan dengan teori berkenaan dengan permasalahan yang ada. Dari penelitian tersebut

diketahui bahwa pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal yang terlalu lama dikhawatirkan

akan menjauhkan rasa keadilan sosial. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dalam pembuatan peraturan

pelaksana UUPA khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal baik yang sudah ada maupun yang

akan datang.

......The Government Of Indonesia has enacted Law of The Republic Indonesia Number 25 Year 2007 on

Investment (Investment Law) to replace Law Number 1 Year 1967 on Foreign Investment as amended by

Law Number 11 Year 1970 on Amendment and Supplement to Law Number 1 Year 1967 on Foreign

Investment and Law Number 6 Year 1968 on Domestic Investment as amended by Law Number 12 Year

1970 on Amendment and Supplement to Law Number 6 Year 1968 on Domestic Investment. The reasons of

the enactment of Investment Law are both Foreign and Domestic Investment Law no longer keep pace with

national economic enhancement and national law development and Indonesia's participation in various

international cooperation regarding investment has consequences to create a conducive investment

atmosphere, promoting and giving legal certainty. The enactment on Investment Law has posed into

controversies from various parties especially regarding the period of land use approvals given by the
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government with respect to investments. This matter considered in opposite with spirit and philosophy of

Law Number 5 Year 1960 on Agrarian Principal Regulation. The main issue of this research is the

disharmony as consequences of the differences of land use approval period for Right of Use, Right to Build

and Right to Cultivate. This research utilized library research with normative descriptive approach which

describe land laws and investment laws connected with the land theories. The research found that the land

use approval for investment will refrain sense of social justice in community. Therefore, it is .urgent to

synchronize the implementing regulations of Law Number 5 Year 1960 related to investment.


